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g ABSTRAK
G

Nailil Rahmi Zahirah Masnur (2024): Penegakan Hukum Truck Bertonase
E, Besar Over Dimension/Over Loading Oleh Dinas
= Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Sk Walikota
; Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan
(= Kota
Z -y . - - -
¢ Penelitian ini membahas tentang bagaimana penegakan hukum truck Over

Dimension/Over Loading Kota Pekanbaru, berangkat dari permasalahan lalu lintas
yaflg mengalami kemacetan yang mana terjadi di jalanan kota Pekanbaru,
peraturan ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan dan budaya lalu lintas, menjamin integritas dokumen registrasi dan
identitas pengemudi kendaraan, yang mana hal tersebut akan berdampak pada
kefancaran dan dalam berlalu lintas dan pastinya bertujuan untuk untuk
mewujudkan kota yang patuh dalam berlalu lintas serta mengetahui prioritas pada
jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru, termasuk jam operasional berkendaraan
truck Over Dimension/Over Loading sebagaimana diatur dalam SK Walikota
Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota.

Penelitian ini berguna untuk menjelaskan posisi penegakan hukum
terhadap truck Over Dimension/Over Loading serta menjadi wawasan bagi
pembaca terhadap masalah yang dituliskan dalam penelitian ini. Penelitian ini
menjelaskan tentang peraturan kebijakan, teori kepastian hukum, pengertian lalu
lintas, pengertian jalan, dan Dinas Perhubungan. Jenis penelitian yang digunkan
pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan
sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif kualitatif yang bertitik tolak dari
d primer atau dari data yang diperoleh langsung dari wawancara yang
dilgkukan kepada Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan.

= Hasil pembahasan dari penelitian ini pertama penegakan hukum terhadap
Trgek Over Dimension/Over Loading sudah terlaksana dengan baik, namun dalam
kefaatan supir untuk mematuhi aturan jadwal operasional tersebut sering kali
masih dialanggar dan tidak dilaksanakan dengan baik. Kedua ditemukannya
kegdala dalam penegakan hukum tersebut yaitu biaya logistik yang besar
memaksa pengemudi melakukan pelanggaran, keadaan jalan yang macet tidak
menentu serta pungutan liar. Penelitian ini juga memuat saran yang ditujukan
kepada pengemudi yaitu agar bisa memanajemen waktu serta koordinasi kepada
pikak yang berwajib, serta instansi yang terkait agar memperhatikan permasalahan
tefadi sehingga ditemukannya solusi.

@)
Ké_ta Kunci : Truck, Pengemudi, Dinas Perhubungan
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AlIgW

i. Semoga jerih payah beliau dibalas Syurga oleh Allah Subhanawata’ala

3

arena telah membesarkan dan berhasil mendidik anak-anaknya. Beserta

SN |

eluarga peneliti yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis

eXsn

-sampai pada titik keberhasilan ini.

QD
14Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Bapak Raja Randa

Maulana S.STP yang telah memberikan izin dan membantu dalam memberikan

data serta informasi yang dibutuhkan bagi penulisan skripsi ini.

15. Berbagai pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut

berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan balasan yang berlipat
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gaﬁﬂa kepada semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini betapapun kecilnya
dagat memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan.
Aaﬂrnya, tidak ada gading yang tak retak dan manusia tepatnya khilaf dan

o]
ke;%lahan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah SWT.
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Pekanbaru, 4 November 2024
Peneliti

NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR

12020721458
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PENDAHULUAN

dioyeH @

]

A~Latar Belakang Masalah

Angkutan umum baik darat laut udara memiliki aturan khusus dalam

W e

opgasionalnya, seperti halnya sarana transportasi darat yaitu berupa truck Over
Dhj-lension/Over Loading. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
se;%_ruh bagian jalan, termasuk bangunan penunjang dan alat angkutnya, yang
tel%tak di atas tanah, di atas tanah, di bawah tanah dan/atau di bawah air, dan di
atg air. Di darat, tidak termasuk jalan raya, kereta api, jalan lintasan, dan kereta
gantung. Di Indonesia, jumlah penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun
dan jumlah kendaraan pun semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan sarana
transportasi jalan semakin meningkat secara signifikan.

Khususnya di Kota Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau yang salah satu visi
misinya adalah sebagai pusat niaga Provinsi Riau. Dan dengan adanya perlintasan
ar% barang dan berkembangnya Kota Pekanbaru, otomatis volume angkutan akan
m%ﬂngkat, dan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks dan

=
m%nerlukan perhatian segera. Misalnya pengendalian arus lalu lintas, jenis model
=

o]
angkutan umum, pola jaringan, perizinan jalur lalu lintas, kebijakan parkir, dan

u

pefentuan kondisi lalu lintas.
-t

W
[~
—

G Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan suatu sistem terpadu yang terdiri

atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana

lakt lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta

;
]

(@)
< ! Lalu Khaerul Anam, Proporsi Kendaraan Berat Terhadap Pembebanan Ruas Jalan,

Stddi Kasus Ruas Jalan Mantang Kecamatan Batu Keliang Lombok Tengah (Skripsi: Universitas
Mitammdyah Mataram Fakultas Teknik, 2023), h. 1.
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©
pegf'gurusnya. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliput ruang lalu lintas,

-

teeminal, dan perlengkapan jalan, termasuk rambu, marka, perangkat isyarat lalu
o

lirftas, perangkat kendali dan keselamatan pengguna jalan, perangkat pemantauan

= : -
dan-keselamatan jalan, serta fasilitas pendukungnya.

X

— Transportasi dan angkutan jalan mempunyai peranan penting dalam

N

mggdukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya

n

mgnajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
jeb)
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini istilah transportasi dapat

digrtikan sebagai perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.
Sebagian lainnya menggunakan fasilitas jalan umum. Kegiatan yang berkaitan
dengan peraturan angkutan umum yang mengatur penyelenggaraan angkutan
umum berkaitan dengan pendidikan lalu lintas, manajemen lalu lintas, rekayasa
dan penegakan hukum, yang sesuai dengan peraturan lalu lintas dan jalan
digambarkan terkait pembangunan lingkungan strategis nasional memerlukan
peﬁbembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, dan pengenalan
tr;:gsportasi jalan dan transportasi yang sejalan dengan tanggung jawab

pesgyelenggaraan negara.’

Pengaturan kendaraan di jalan pada dasarnya bertujuan untuk

un o

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan budaya lalu lintas, menjamin

AT

ISI

infegritas dokumen registrasi dan identitas pengemudi kendaraan. Jalur angkutan

jo

barang khususnya pada jam kerja Kota Pekanbaru diatur dengan Keputusan Wali

[n

Kafa Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Jalur Angkutan Barang, yang

? Rahayu, Hartini, Hukum Pengangkutan di Indonesia, (Malang: Citra Mentari,2012), h.

&
neny wisey jureAg u
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©
mgjﬁa hal ini adalah menjadi tanggungjawab dari Dinas Perhubungan, pengawasan

yagg dilakukan terhadap truck Over Dimension/Over Loading tersebut dilakukan
ya%g bertujuan karena daya angkut berdampak bagi kerusakan jalan serta akan
me?_f?yebabkan kemacetan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Waslalin
Dgas Perhubugan yaitu Raja Randa Maulana menurutnya truck yang melebihi
mng;tan akan memberikan dampak kerusakan pada jalan yang ada di Kota
Péj@_anbaru dan juga akan menyebabkan kemacetan jika melintasnya pada jam jam
pr;;iuktif masyarakat dalam bekerja®

g Dari segi regulasi, jam operasional diatur dan tertuang dalam Surat
Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019, truck Over
Dimension/Over Loading yakni mulai pukul 22. 00 hingga 05. 00 WIB. Namun
pada kenyataannya dilapangan masih ada saja pengemudi truck Over
Dimension/Over Loading yang melakukan pelanggaran terhadap jalur dan jam
yang boleh dilewati oleh angkutan barang atau truck Over Dimension/Over
Loi?ding yang mana sering terjadi di JI. HR. Soebrantas dan Garuda Sakti. Oleh
kain;na itu perlu diterapkan aturan dan sanksi atas peraturan ini sebab jika tidak

F—

dinsanakan maka akan menyebabkan ketidaktaatan terhadap peraturan dan
o]
mgmbuat pengemudi angkutan barang yang lain akan mengikuti hal yang sama.

Seéuai dengan dengan yang disampaikan oleh beberapa supir truck kami bisa

S

mgf:nasuki rute ini karena belum ada penindakan yang tegas.

Ag uejing jo

* Raja Randa Maulana, Wawancara, Kepala Seksi Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas

DiRds Perhubungan, 20 oktober 2024.
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@)

mII'ABEL I.I Rute Truck Over Dimension/Over Loading Di Jalan Umum

-
oKota Pekanbaru

di

& NO | Kedatangan Tujuan Rute
B (Pintu
= Masuk)
+ 1 | Barat - Arah Timur Kota | - JIl. Kubang Raya
C Pekanbaru - JI. Kaharudin Nasution
= - JI. Pasir Putih
(; - JI. Garuda Sakti
< - JI. Air Hitam
i - Arah Utara Kota |-JI. Siak Il
) Pekanbaru
o 2 Utara Arah Barat Kota | - JI. Siak Il
b Pekanbaru - JI. Air Hitam
= - JI. Garuda Sakti
3 | Timur Arah Barat Kota | - JI. Raya Pasir Putih
Pekanbaru - JI. Kaharudin Nasution
- JI. Kubang Raya
4 | Selatan - Arah Barat Kota | -Jl. Kubang Raya
Pekanbaru - JI. Soebrantas
- Arah Timur Kota | - Jl. Raya Pasir Putih
Pekanbaru - JI. Pangkalan Baru

Sumber, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

TABEL 1.2 Data Pelanggaran Truck Over Dimension/Over Loading

5

T NO TAHUN
:5' 2022 2023 2024
@

g;‘ 1 1.279 1.311 1.085

D

IJATU

‘<

n

neny wisey jredg u

Sumber, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024

Dalam terlaksananya peraturan ini tentu saja penerapan peraturan ini
W - . e

memerlukan peran serta berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat

se&mpat, pemerintah, dan otoritas terkait, karena peraturan lalu lintas, terutama

urﬁuk truk Over Dimension/Over Loading. Tercatat pada tahun 2024 sudah ada
js¥]
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©
1035 Truck Over Dimension/Over Loading yang diamankan oleh Dinas

T 4
Peshubungan.

Sanksi yang seharusnya dikenakan seperti yang tercantum dalam Undang-

Fw ejd

Unrdang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu lintas dan angkutan jalan dimana pada Pasal

w
SSN IR

undang-undang tersebut, tertulis bahwa sanksi yang akan diberikan kepada
pelaku praktik truk ODOL (Over Dimension/Over Loading) adalah pidana

ngan paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp 500.000.> Oleh karena

x
eysn

ityguntuk mengetahui bagaimana peraturan ini akan dilaksanakan dengan baik
QD

oleh pemerintah, pandangan lain terhadap kekuasaan atas peraturan yang dimiliki

pemerintah dan harus ditaati oleh masyarakat yang menjadi acuan adalah dalil
Allah dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

S 0 5l O3 \yabely 20 1yl 8 el

Artinya  “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara

kamu”

Oleh karena itu kami memberikan analisis terhadap Peraturan Wali Kota

RIe)Q

Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 yang perlu Anda lakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti

[EO1we|s]

7]
aQ

ah karangan ilmiah dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TRUCK

RTONASE BESAR OVER DIMENSION/OVER LOADING OLEH DINAS

JATU

B

o

HUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA

ﬁo &%tsx

ANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN

A

neny wisey jrre4g urzgng
%

* Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2024.
® Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307
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B IBatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan

dio xe[g Q)

sanakan sehingga tujuan penelitian tentang analisis sistem pengaturan lalu

=

|&>1||3~Lu

s truck Over Dimension/Over Loading di Kota Pekanbaru di tinjau dari SK
ikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 dapat tercapai dalam waktu yang

sira’gkat dan lebih optimal.

n

C2Rumusan Masalah

e

l. Bagaimana penegakan hukum truck Bertonase Besar Over

nei

Dimension/Over Loading oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang
Jalur Angkutan Kota?

2. Apa kendala dalam penegakan hukum truck Bertonase Besar Over
Dimension/Over Loading oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang
Jalur Angkutan Kota?

D.=Tujuan Dan Manfaat Penelitian

[S] 238318

ue

Tuluan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui penegakan hukum truck Bertonase Besar Over
Dimension/Over Loading oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang
Jalur Angkutan Kota.

Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum truck Bertonase

Besar Over Dimension/Over Loading oleh Dinas Perhubungan Kota

neny wisey jrredg uey[ng jo AJ}SJaA;uQ )
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Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019
Tentang Jalur Angkutan Kota.

anfaat Penelitian ini adalah :
Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata
Satu Hukum pada fakultas syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para
akademisi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang
Hukum Tata Negara.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi dinas Perhubungan
Kota Pekanbaru untuk dapat menindak lanjuti pihak-pihak yang melanggar

aturan sesuai SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019.
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BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

dioyeH @

AgKerangka Teoritis

gTeori adalah seperangkat konstruksi (konsep), definisi, dan pernyataan yang
béungsi untuk mempertimbangkan suatu fenomena secara sistematis dengan
mﬁentukan hubungan antar variabel®, Oleh karena itu, berguna untuk

c

mgrhjelaskan dan memprediksi fenomena. Dalam hal ini berarti bahwa ketika
jeb)

suatu fenomena terjadi, fenomena lain dapat diprediksi (konsekuensi), atau

ket%eradaan fenomena tersebut dapat menjelaskan mengapa fenomena tersebut
terjadi (peristiwa preseden).”
1. Peraturan Kebijakan
Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 vyang

8

menyebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.” Secara

koﬁstitusional berdasarkan alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar
N%ara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) negara wajib mewujudkan

keggilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ini secara spesifik
métahirkan paham negara kesejahteraan (welfare state). Salah satu karakteristik
ko._:?'sep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk terlibat aktif
da%m kehidupan warga negara (staatsbemoeienis) guna mengupayakan

Q
)

gj ® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2016), Cet. Ke-5 h. 52.
” Suliyanto, Metode Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi (Yogyakarta:
Anglj, 2018), h. 30.
e 8 Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, "Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan
Fullgsi Pemerintahan” dalam Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2 No. 1 (2024), h.
217
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©
te?ptanya kesejahteraan umum (bestuurszorg) salah satunya adalah membuat

-
peraturan yang penuh dengan kebijakan.’

©
=

o  Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei artinya bebas, lepas,
tid?i_k terikat, dan merdeka sedangkan ermessen  berarti  berarti
“gmpertimbangkan, menilai, meragukan, meramalkan”. Freies Ermessen berarti
se%orang yang mempunyai kebebasan untuk menilai, memberi nasihat, atau
minikirkan sesuatu. Karena istilah ini biasanya digunakan dalam lingkup
pe;;:;erintahan, Freies Ermessen dipahami sebagai cara untuk memberikan ruang
Iegh luas kepada pejabat dan badan eksekutif negara untuk bertindak tanpa terikat
sepenuhnya oleh hukum.°

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan
dan kelemahan didalam penerapan asas legalitas, dikarenakan asas legalitas saja
tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan
masyarakat, yang berkembang pesat dengan perkembangan ilmu dan teknologi

yag}b ada pada zaman sekarang. Berikut menurut Sjahcran Basah mengemukakan

¢] . .
unsur-unsur Freies Ermessen dalam suatu negara hukum vyaitu :

5 a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik

~ b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara

€ c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum

g. d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri

e Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-

@ persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba

<~ f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral

o kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.**

w

=

g % Sadhu Bagas Suratno, "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas
Umym Pemerintahan yang Baik" Dalam Jurnal Lentera Hukum, Volume 4 No. 3 (2017), h. 172.

< 19 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),
Ceti Ke-2, h. 169.

" bid., h. 171.
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©
g Kata kebijakan mengandung makna garis haluan (policy). Garis haluan,

-
mengandung makna yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar

o
d&fj dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara

bertindak mengenai pemerintahan atau organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan,

—_
prinsip, atau maksud untuk manajemen dalam usaha mencari sasaran. Kebijakan

adgah suatu ketentuan dari tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan suatu
c

kegiatan. '
jeb)

v Menurut Baker dan Stroink, peraturan kebijakan pada mulanya adalah
sePagai aturan internal, dimana badan atau pejabat pemerintahan menetapkan
kebijakan tentang bagaimana kewenangan yang diberikan dalam undang-undang
dilaksanakan Namun demikian, peraturan kebijakan seringkali disebarluaskan
atau dimaksudkan untuk diketahui publik sehingga pemerintahan ketika
undangundang telah meninggalkan diskresi yang luas bagi badan/pejabat
pemerintahan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, tetapi undang-undang
tidak memerintahkan untuk dibuat peraturan pelaksanaanya.*®

Peraturan kebijakan adalah bentuk khusus dari peraturan umum, peraturan
kebijakan menunjukan bagaimana pemerintahan akan melaksanakan kekuasaanya
ter(p)adap masyarakat umum, peraturan kebijakan itu dapat dibuat oleh pemerintah
pu%at atau sektoral maupun pemerintah daerah, misalnya sistem pengaturan lalu

IirEas truck bertonase besar Over Dimension/Over Loading berdasarkan dari SK

8
Walikota Pekanbaru nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan kota. Peraturan

=

kegijakan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah terutama di mana
(g°]

perr:r_lerintah memiliki kekuasaan diskresi yang luas, dengan demikian peraturan

]
kebijakan yang sudah dibuat tersebut sudah berkekuatan hukum dan harus di

n
pafuhi ke seluruh masyarakat Kota Pekanbaru, peraturan kebijakan ini dibuat guna

Aglue

12 Imanuddin, Kebijakan Publik, (Bandung: Widina Persada Bandung, 2021), h. 2.
13 A’an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, (Jakarta Timur: Sinar Grafika,

2019, h. 45.
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©
urgak perbuatan yang cenderung semena-mena dari pengemudi truck yang

-
mejewati jalan di Kota Pekanbaru.

Peraturan kebijakan cenderung diumumkan kepada publik melalui

umuman Yyang bisa dipertanggungjawabkan oleh pembuat pengumuman

o

©

= . . . : .
peAagumuman resmi maupun tidak resmi, pengumuman resmi tersebut ialah
=

pefg

se(cjzgra hukum dan undang-undang contohnya seperti kop surat, judul surat, dan

c

nofhor surat. Pengumuman tidak resmi ialah pengumuman yang dibuat siapa saja
jeb)

tanpa ada pertanggungjawaban dari hukum contohnya seperti pengumuman orang

higng. Tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau
mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, disamping memberikan
perlindungan bagi warga negara. Oleh karena tugas utama pemerintah dalam
konsep negara kesejahteraan (welfare state) itu memberikan pelayanan bagi warga
negara, maka muncul prinsip “pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan
peEﬂndangundangan yang mengaturnya atau belum/tidak ada peraturan

pe:riundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan

= » 14
pefbuatan hukum”.

o]

C  Menurut Ridwan HR yang mengutip pendapat J.B.J.M Ten Berge
pe?aturan kebijakan ialah: “Peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, dengan
isko aturan tertulis yang mengikat um um, yang memberikan aturan umum
be;;_:}genaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta atau
peRjelasan peraturan tertulis dalam pengunaan suatu wewenang organ
pemerintahan, peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai
elemen penentuan konsep. Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan peraturan
pefundang-undangan adalah bahwa pembuatan aturan umum peraturan kebijakan

inktanpa kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan”.*

% Ridwan HR, Loc., Cit.
3 1bid., h. 179.
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g Menurut Ridwan HR mengutip pendapat Bagir Manan menyebutkan ciri-

-
cigh peraturan kebijakan yaitu:

a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundangundangan.

b. Asas-asas pembatasan dan  pengujian  terhadap  peraturan
perundangundangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan
kebijakan.

c. Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara benar karena memang
tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat
keputusan peraturan kebijakan tersebut.

d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan Freies Ermessen dan ketiadaan
wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-
undangan.

e. Pengujian terhadap peraturan lebih diserahkan pada doelmatigheid,
doelmatigheid yaitu apakah maksud dan tujuan (output), dan karena itu
batu ujinya adalah asas-asas umum pemerintah yang baik.

f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan,
yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain,
bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.®

nelry eysng Nin y!tw eyd

Mengenai kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan ini diantara para
pakar hukum tidak terdapat kesamaan pendapat. menurut Ridwan HR mengutip
pendapat Bagir Manan dan Hamid Attamimi sebagai berikut: Menurut bagir
me(llr)lan, “peraturan kebijakan sebagai peraturan yang bukan peraturan perundang-
ur%angan tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi
htgum. Peraturan kebijakan menurut Hamid Attamimi yaitu peraturan kebijakan

mergikat secara umum, karena masyarakat yang terkena peraturan itu tidak dapat

n

be%uat lain kecuali mengikutinya”.17

Menempati posisi terpenting terutama dalam hukum modern. Menurut

A3rs1d

M

)

rcus Lukman peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepatguna dan

J

befdayaguna sebagai berikut:

'8 1hid., h. 183.
7 1bid.,

nery wisey jurefg uejfhg
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Tepat guna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan Yyang
melengkapi,menyempurnakan, dan mengisi kekurangan- kekurangan
yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan
vacum peraturan perundang-undangan.

Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan bagi
kepentingan-kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak,
benar, dan adil dalam peraturan perundang-undangan.

Tepatguna dan berdayaguna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi
kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.
Tepatguna dan berdayaguna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang
bersifat cepat berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan
situasi dan kondisi yang diharapkan.*®

Sementara itu, menurut Craig dalam A’an Efendy dan Fredy Poernomo

mengemukakan peraturan kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Badan pejabat pemerintahan yang membuatnya tidak memiliki

kewenangan yang tegas untuk membuat aturan. Kewenangan untuk
membuat aturan itu karena diskresi yang dimiliki badan atau pejabat
pemerintahan.

Status hukum dari aturan-aturan itu hanya dapat dideteksi atau dikenali
dengan mengujinya dengan peraturan perundang-undangan Yyang
terkait dan interprestasi oleh pengadilan. Aturan ini misalnya. Code
yang tidak memiliki akibat hukum secara langsung.

Bahkan jika aturan-aturan itu tidak terkait dengan undang-undang,

- namun tetap memiliki konsekuensi hukum dalam dua hal. Pertama,
Y] . . . .
e diharapkan peraturan itu tidak terlalu kaku pelaksanaanya sehingga,
— dapat berkaitan langsung keadaan orang-orang tertentu, kedua,
wn . . . L . .
st keberadaan aturan itu mungkin sebagaimana kita lihat, menimbulkan
= hak publik untuk berkonsultasi, jika badan-badan publik berusaha
~ untuk menarik kembali penerapan aturan tersebut.*®
=
E- Dalam penelitian ini peraturan kebijakan yang digunakan adalah SK
(g°]

\/\/aZI_ikota Pekanbaru, yang mana memiliki perbedaan dengan Peraturan Walikota
<

Pekanbaru yaitu
Lo =
n
=
2
W '8 |_Lukman Marcus. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya, (Bandung: Universitas
Paffjadjaran, 2010), h. 76.

gt

nery wisey

9 Aan Efendy dan Freddy Poernomo, Loc., Cit.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery eysng NN Jefem Buek uebunuadey ueyibniaw yepn uednnbuad ‘g

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

14

©
L a. Surat Keputusan (SK) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
?,i. pejabat berwenang untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat
o administratif. SK dapat bersifat individual, seperti penunjukan
o pegawai, atau kolektif, seperti keputusan rapat.
o b. Peraturan Walikota (Perwako) adalah jenis peraturan perundang-
= undangan yang ditetapkan oleh Walikota untuk mengatur hal-hal
= tertentu di wilayahnya. Perwako biasanya dibuat untuk melaksanakan
= peraturan daerah atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak di
c daerah.?
i Peraturan kebijakan yang mudah ditemukan di masyarakat. Misalnya surat
c

edfgl_ra , instruksi, prosedur operasi standar (SOP), dll. Peraturan kebijakan jenis
jeb)

im;cm empunyai arti dan bentuk yang berbeda-beda sebagaimana dokumen resmi.
QD

Sukat edaran yang diterbitkan oleh menteri, kepala kementerian, kepala
kementerian, kepala pemerintah daerah, dll. Berdasarkan “Pedoman Pengelolaan
Dokumen Publik Instansi Pemerintah” yang diterbitkan oleh Kementerian
Penguatan Kelembagaan Nasional dan Reformasi Birokrasi, surat edaran adalah
dokumen resmi yang memuat pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang

dianggap mendesak.?

{5

Teori Penegakan Hukum
Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan

k menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-

N c
& or@e[s] aje

ah hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya

jadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi

3
ISIBATU

2

f masyaraka, penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang

g0

ukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna

2 https://www.sipas.id/blog/surat-keputusan/, Di akses pada hari Rabu 16 Desember 2024
112.56 WIB

2l Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
pan.go.id), di akses pada hari Minggu, 16 Juni 2024 Pukul 13:58 WIB.

o
&S uej[n

nery wisey ﬁw
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m%ingkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, penegakan

thum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang
di-%kukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan
h%um merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota
pegerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan
peﬁegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-

c
oréhg yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum

tegadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian
peggadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan
anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan
pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas
yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan.
Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman
atas suatu suatu tindak pidana.?

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau

berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat

1sgaiess

negara. Sitem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-

> o
F ordie

dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia, penegakan hukum itu

dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk

ISEBATU

peRegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan

(0]

suau usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat
e

ur:ﬁik menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan

22 Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia." Dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8

NG%3 (2008), h. 199.
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0% beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan

-
hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum

o
mgfupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta

ko?ﬁ_sep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu
se@iri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk
mﬁciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan
b(—:f;?j_ﬂasyarakat.23

jeb)
v Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide

kegdilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan
hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-
norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

koi‘;\)sep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

m%upakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.?*

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif
(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini
tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara
ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan

S ufejng jo &.]}SIBA}U% dTure

2 Kenedi, J. "Sistem Penegakan Hukum: Keselarasan Antara Nilai dan Kaidah Hukum
n Perilaku Nyata Manusia." Dalam Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, Volume 4
(2014), h. 78.

% Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta: Liberty, 2010), h. 37.

Z o
&
<
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pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif
sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan
terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan
(klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area
of no enforcement.

Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana
yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan
hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana
dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual
enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum

pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law

application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya

tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah

dipandang dari 3 dimensi:

10p]
z 1
=S
.
5 2
5
=
& 3
B, )
<
[g°]
-t
@,
&

fs jo

m

=0
e

Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative
system) vyaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang
menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
Penerapan  hukum dipandang sebagai sistem  administratif
(administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai
aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system),
dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula
diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan
masyarakat.?

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang
serasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah

m yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak

neny wisey jueig

% 1hid., h. 39.
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©
m%ghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan

me_:::_npertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum

d%at terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum

ter?;_ebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat

pgegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan

baﬁ sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum

ya‘Eg memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi
jeb)

sepgua aturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terakhir adalah

QD
bifokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.?

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara
lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum
sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah
kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang
seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan
ya;ég_g ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau
img.lementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah
m%alah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya
Ing_)nesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas

<
maﬂusia yang menjalankan hukum (penegak hukum)?’

=
L; Penegakan hukum dianggap sangat penting. Pemerintah disini
Lo =
begfanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk
Y

=

wn

< %6 Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.” Dalam Jurnal Pendidikan
daft Studi Islam, Volume 2 No. 1 (2016), h. 66.

" 1bid., h. 67.
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©
m%capai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi

-
wafga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan

ya%g lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga
ter?_e_iptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Di Indonesia memiliki visi dalam
pgegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di
tuﬁjh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan
pefz_egakan hukum.?®

Q
78. Pengertian Lalu Lintas

el

<  Transportasi juga dapat diartikan sebagai usaha memindahkan,
menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek, perpindahan tersebut
untuk mencapai tujuan tertentu.?® Transportasi mengacu pada pergerakan orang
dan barang dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan jalan raya. Menurut
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan

or?]g di ruang lalu lintas jalan.®® Lalu lintas merupakan salah satu sarana

-

¢]

kocgmunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar
&

pembangunan yang kita laksanakan.®* Kegiatan lalu lintas dapat terwujud jika tiga
o]

kosmponennya terpernuhi dimana komponennya sendiri adalah adanya Manusia

i o

sef@gai pengontrol pergerakan dan rute, selanjutnya adanya kendaaran sebagai
]

saﬁéna perpindahan orang maupun barang serta adanaya jalan sebagai prasarana

=]

L 2]

2 2 bid. h. 68

= % Noor Mahmudah, "Teknik Jalan Raya", (Yogyakarta: LP3M UMY, 2019), h. 1.

g %0 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal
1

(n

31 Umi Enggarsasi, "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas
Dﬁm Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas" Dalam Jurnal Perspektif, Volume
22Mo. 3 (2017), h. 239.
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©
mgjﬁuasia dan kendaraan untuk berpindah dari suatu tempat menuju temoat

-
laignya.*® Lalu lintas menurut Poerwodarminto yaitu:
1. Perjalanan bolak-balik

Rute atau tiket yang memungkinkan Anda kembali. Hal ini biasanya terjadi

|&>111w eyd

kettka ada kendala atau kebutuhan yang membatasi kemungkinan melanjutkan

peﬁalanan ke tujuan semula. Misalnya, jika angkutan umum atau kereta api
c

mg\_hgalami penundaan atau berhenti di suatu stasiun, perjalanan pulang pergi
jeb)

dapat terjadi. Oleh karena itu, Anda perlu membeli tiket pulang pergi untuk

ke%bali ke stasiun asal Anda. Apabila tujuan perjalanan perlu diubah, misalnya
penumpang memutuskan untuk berhenti di stasiun lain dan kembali ke stasiun.

2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.

Aspek yang sangat penting dalam penggunaan jalan raya. Pengguna jalan
raya harus memahami berbagai macam peraturan dan rambu yang ditetapkan
untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Berikut ini beberapa
peg&turan dan rambu yang perlu dipahami:

a. Surat Izin Mengemudi (SIM)
Sebagai seorang pengemudi, Anda memerlukan surat izin mengemudi
sebagai bukti kemampuan mengemudi Anda. Kartu SIM dikeluarkan
oleh kepolisian negara bagian, berisi data identitas lengkap dan
registrasi pengemudi, dan dapat digunakan untuk mendukung operasi
penegakan hukum, investigasi, dan banyak lagi.

b. Sabuk Keselamatan
Pengguna jalan harus mengenakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman
digunakan untuk melindungi pengemudi dari bahaya jika terjadi
kecelakaan.

c. Rambu Lalu Lintas
Rambu-rambu lalu lintas digunakan untuk memandu pengguna jalan
saat bergerak atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna

%2 Muhammad Syarif, dkk. Rekayasa Lalu Lintas, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023),
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jalan. Rambu-rambu tersebut terdiri dari rambu perintah, rambu
peringatan, dan rambu larangan.

Kecepatan Maksimum

Pengguna jalan wajib mematuhi kecepatan maksimum yang ditetapkan
untuk lalu lintas jalan. Rambu kecepatan minimum berwarna kuning
dengan huruf dan angka hitam.

Laju Lajur

Pengguna jalan harus mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan di
jalan. Kolom rambu kecepatan berwarna hitam dengan huruf dan/atau
angka berwarna hitam.

Laju Kendaraan Berat

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan kendaraan berat yang
melintas di jalan tersebut. Rambu kecepatan untuk kendaraan besar
berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

Laju Sepeda Motor

Pengguna jalan harus mematuhi kecepatan sepeda motor yang
ditentukan selama kemacetan lalu lintas. Rambu kecepatan sepeda motor
berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

Laju Kendaraan Khusus

Pengguna jalan harus mematuhi batas kecepatan khusus yang berlaku
untuk lalu lintas jalan raya. Rambu kecepatan khusus berwarna hitam
dengan huruf dan/atau angka hitam.

Laju Truk

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan yang ditetapkan bagi
truk yang melintas di jalan tersebut. Rambu kecepatan truk berwarna
hitam dengan huruf dan/atau angka hitam.

Laju Bus

Pengguna jalan harus mematuhi kecepatan bus yang ditetapkan untuk
jalan tersebut. Rambu kecepatan bus berwarna hitam dengan huruf
dan/atau angka hitam

Laju Kendaraan Bermotor Umum

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan kendaraan bermotor
umum. Rambu kecepatan untuk mobil biasa berwarna hitam dengan
huruf dan angka berwarna hitam.

Laju Kendaraan Berbahan Bakar Cair

Pengguna jalan wajib mematuhi batas kecepatan kendaraan berbahan
bakar cair di jalan. Rambu kecepatan pada kendaraan berbahan bakar
cair berwarna hitam dengan huruf dan/atau angka berwarna hitam.

Berhubungan antara sebuah tempat. Sebagai suatu konsep yang
ggambarkan lokasi atau area yang digunakan untuk menaruh, menyimpan,

meletakkan sesuatu.
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©
g Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa transportasi adalah segala sesuatu

-
yang berhubungan langsung dengan fasilitas jalan yang merupakan sarana utama

o
urfilik mencapai suatu tujuan yang diinginkan, baik yang melibatkan transportasi

matpun tidak. Oleh karena itu, transportasi memiliki tiga komponen: manusia,

=
kepdaraan, dan jalan, yang saling berinteraksi dalam proses pergerakannya.

a. Manusia
Kendaraan bertenaga manusia adalah kendaraan yang digerakkan oleh
gerakan otot manusia dan merupakan jenis kendaraan yang paling
umum, seperti perahu dayung dan kano, yang digerakkan oleh gerakan
otot, pada komponen transportasi, Manusia berperan sebagai
pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki dan mempunyai kondisi yang
berbeda-beda

b. Kendaraan
Kendaraan adalah suatu alat angkut yang digerakkan oleh peralatan
teknis yang terpasang pada kendaraan tersebut. Kendaraan mencakup
berbagai jenis seperti: B. Kendaraan ringan, kendaraan berat, kendaraan
yang digunakan untuk olah raga atau balap. Kendaraan dapat bergerak di
jalan raya dan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor, dalam unsur pengangkutan, kendaraan adalah alat pengangkut
orang dan barang, yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan
tidak bermotor. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengklasifikasikan kendaraan listrik menjadi
beberapa jenis: Sejalan dengan perencanaan dan penggunaan pengguna
kendaraan bermotor dan tidak bermotor, jalan juga berfungsi untuk
memperlancar arus lalu lintas dan mengangkut muatan kendaraan.

c. Jalan
Dalam unsur transportasi, jalan adalah jalur yang direncanakan dan
digunakan oleh pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor, yang
juga berfungsi untuk melancarkan arus lalu lintas dan menampung
muatan kendaraan.®

neiy eysng N

Sistem transportasi mempunyai ciri dan keunggulan tersendiri sehingga

=
@}SIBA!HH dJIWe|[sy ajels

s dikembangkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat

3
gJjo

jangkau seluruh wilayah dan pelosok tanah air yang memiliki mobilitas tinggi

dipadukan dengan moda transportasi lainnya. Mengingat peranan transportasi,

o
g uByn

% W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka,
), h. 40.

[N
[(e]
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©
mé}ka transportasi diselenggarakan dalam suatu sistem transportasi nasional yang

-
tegpadu, sehingga dapat terjamin tersedianya pelayanan transportasi yang tertib,
o
armgan, nyaman, cepat, teratur dan lancar, tergantung pada tingkat kebutuhan
= I :
trapsportasi terjangkau bagi masyarakat.
~
— Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan
deagan mengintegrasikan dan mendominasikan unsurnya yang terdiri dari

c
jaﬁ_hgan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-

pe;)aturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang
uta"l, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu
diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas
daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-
besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian
lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi
sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban
m%yarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus
dail;m rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan
teS:':):adu.S“
a

. Pengertian Jalan

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam

SIJAIU

me:nperIancar kegiatan hubungan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya.*® Jalan

(0]

m’é}ghupakan infrastruktur penting yang dibutuhkan masyarakat untuk berpindah
e

el

= ** https://www.bing.com/search?q=makalah+tentang+pengertian+lalu+lintas, di akses

padg hari Minggu , 18 Februari 2024 Pukul 13:40 WIB

e % Imade Udiana, Andre, Jusuf, “Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Studi Kasus
Ru@s Jalan W. J. Lalamentik Dan Ruas Jalan Gor Flobamora)” Dalam Jurnal Teknik Sipil, Volume
3 Ng. 1 (2014), h. 1.
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©
dag satu tempat ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya. Seiring dengan

-
pedumbuhan aktivitas perekonomian masyarakat yang signifikan, pemeliharaan

o
jalgn menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Dari sudut pandang ekonomi,

jaén merupakan barang publik.

—_
— Jalan juga merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala

b@an jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

c

diggruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
jeb)

permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air,

Q
keguali jalan kereta api, dan jalan kabel®

Berdasarkan jenisnya jalan terbagi kebeberapa jenis :

a. Jalan umum, adalah jalan yang diperuntukkan bagi angkutan umum

b. Jalan khusus, adalah jalan yang dibangun oleh penguasa, perusahaan,
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

c. Jalan tol, merupakan jalan umum yang merupakan bagian dari jaringan
jalan dan dikenakan tarif yang sama dengan jalan raya nasional.*’

Adapun yang menjadi bagian Jalan adalah :

a. Kawasan penggunaan jalan meliputi jalan itu sendiri, parit tepi jalan,
dan ambang batas keselamatan.

b. Ruang jalan terdiri atas kawasan penggunaan jalan dan lahan tertentu
di luar kawasan penggunaan jalan. Ruang jalan adalah ruang sepanjang
jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.

c. Ruang pengawasan jalan adalah ruang khusus di luar ruang jalan yang
berada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pemantauan
jalan memberikan visibilitas yang jelas kepada pengemudi dan
berperan dalam memastikan konstruksi jalan dan fungsionalitas jalan.

Pengelompokan Jalan menurut statusnya adalah :
a. Jalan nasional, adalah jalan arteri dan jalan kolektor pada sistem

jaringan jalan utama yang menghubungkan ibu kota daerah dengan
jalan strategis nasional dan jalan tol, Jalan nasional merupakan jalan

*® Undang-Undang Nomor RI Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 Ayat 4
*” Ibid., Pasal 1 ayat 7
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yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan memiliki kode marka
K1.

b. Jalan raya provinsi, adalah jalan kolektor dari suatu sistem jaringan
jalan utama yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota
prefektur suatu provinsi/kota atau antara ibu kota provinsi suatu
provinsi/kota, dan juga merupakan Jalan Raya provinsi yang strategis,
jalan provinsi memiliki marka jalan berwarna putih berbentuk
membujur, baik garis putus-putus maupun tak terputus

c. Jalan kabupaten, adalah jalan lokal pada jaringan jalan utama yang
menghubungkan ibu kota kabupaten dan kecamatan, ibu kota
kecamatan, ibu kota kabupaten dan pusat kegiatan daerah, dan antar
pusat kegiatan daerah, serta jalan umum dalam sistem jaringan
sekunder dalam daerah. Kawasan kabupaten dan jalan strategi, Jalan
kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK)
Bupati.

d. Jalan kota adalah jalan umum dalam jaringan jalan sekunder yang
menghubungkan pusat-pusat pelayanan dalam kota, antara pusat
pelayanan dengan kavling, antar kavling, dan antar pusat pemukiman
dalam kota, Jalan kota dikelompokkan sebagai jalan umum dalam
sistem jaringan jalan sekunder yang merupakan sistem jaringan jalan
yang menghubungkan antar kawasan di dalam perkotaan.

e. Jalan desa, adalah jalan umum yang menghubungkan wilayah-wilayah
dalam desa dan desa, serta merupakan jalan lingkungan. Sedangkan
jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh perusahaan,
perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingannya
sendiri, Jalan desa dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan
sekunder yang berfungsi untuk menghubungkan antar kawasan di
dalam perkotaan.*®

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

5

Jje)
o

Dinas Perhubungan

IS1

Pihak yang berwenang untuk menertibkan adalah pemerintah. Dalam

Srure

kafian pihak-pihak yang berwenang untuk menertibkan maka dasarnya perlu

N

ji kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya dibidang

I9A

penertiban lalu lintas. Perlu di klasifikasikan bentuk pelanggaran lalu lintas apa
<

yang dilakukan agar pihak yang berwenang tidak keliru untuk melakukan
n

tirflakan hukum terhadap yang melanggar aturan yang dimaksud makanya

=~
ke@)adanya harus diberi keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh

% |bid., Pasal 9
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©
urgang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya

-
disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur,

d

Bdpati/Walikota, untuk bertindak atas dasar hukum dan atas dasar kebijaksanaan
Disamping keleluasaan kepada aparatur pemerintah selaku pelaksanan

fupgsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar

@

pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai
c
“G?prechtmatig Overheaddaat”. Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan

Q
hukum baik formil maupun materil.*

g Over Dimension/Over Loading, yang sering disingkat sebagai ODOL,
adalah kondisi di mana kendaraan memiliki dimensi dan/atau muatan yang
melebihi batas legal yang ditetapkan oleh peraturan transportasi. Masalah ini
menimbulkan tantangan signifikan bagi keselamatan jalan dan infrastruktur. Kata
Over Dimension merujuk pada kendaraan yang dimensinya tidak sesuai dengan
spesifikasi pabrik. Modifikasi, seperti memperpanjang atau memendekkan sasis,
da%lt menyebabkan kondisi Over Dimension jika tidak diuji dan disertifikasi
seis;ai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan kata Over Loading ini merujuk
paglfg kendaraan yang membawa muatan yang melebihi batas berat maksimum
yaég ditetapkan oleh hukum.

Instansi yang mempunyai penyelenggaraan wewenang dalam menertibkan

ISIJOAI

Ow&r Dimension/Over Loading sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649

—
gjo

n 2019 adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan lembaga

peinerintah yang berperan penting dalam mengatur dan mengelola transportasi di

Ag ugyn

¥ M. Azmi Tanjung, Izin Penyelenggaraan Pemasangan Reklame Berdasarkan
Petaturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame (Skripsi: Universitas Islam
N€géri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari’ah Dan Hukum, 2022), h. 20.

nery wisey



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

27

©
neghra bagian. Kementerian Perhubungan menjalankan tugas politik independen

be@asarkan pemerintahan daerah sendiri dan bertindak sebagai pengatur lalu
Iir-g'as, dan keberadaan pemerintahan daerah sendiri menjamin desentralisasi.
Pe?ﬁ:nasalahan yang bersifat nasional diatur dengan undang-undang.

Z Hal ini sangat penting dalam hukum, karena pemerintah baru bisa
mﬁjalankan fungsinya atas dasar wewenang Yyang diperolehnya, karena

c
ke‘;[_/enangan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang

mgjimbulkan akibat hukum dengan hukum tertentu yang mencakup timbul lenyap
al:'FJbat hukum yang dimaksud.

Jadi Dinas Perhubungan berperan penting dalam pelaksanaan peraturan
SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota ini
di Kota Pekanbaru yang beroperasi mengatur di lalu lintas seperti Over
Dimension/Over Loading milik pemerintahan maupun swasta yang melanggar
peraturan ini.
B.E-:Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Marhalim Siregar (2018), dengan judul :
“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum dilihat dari

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Studi Angkutan Bus Metro Pekanbaru).”

ISIdATU() dIWE[S] 3}

]

“Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana perlindungan hukum

A

dap penumpang angkutan umum dan faktor penghambat dalam pelaksanaan

@
mgjo

at

£

an tersebut dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

£ u

sosiologis. Dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa proses perlindung
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©
huél)ium bagi penumpang angkutan umum di Kota Pekanbaru lumayan terlaksana

-
dengan baik, walaupun masih ada beberapa hal yang dibenahi berdasarkan

o
Ugdlang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

=
Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya adalah

=
sama sama berada di Pekanbaru, menggunakan jenis penelitian yang sama, yang

m%;jadi Key Informannya sama-sama Dinas Perhubungan. Perbedaannya terletak

c

pa‘;q_a objek pembahasan dan dasar hukum yang diambil, yang mana objek
jeb)

pembahasannya terletak pada perlindugan hukum bagi penumpang angkutan

ur:FJUm, sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas soal angkutan barang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Puri Novi Duwindi (2016), dengan judul :
“Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam
Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru Menurut Dari Undang-
Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. ”
Penelitian ini membahas secara kepustakaan soal kewenangan Dinas

Pegr’wbungan dalam pengaturan lalu lintas, yang menggunakan jenis penelitian

-

® . : . o

noul';nnatlf dengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan
&

kewenangan masih sering terdapat kerancuan antara wewenang Dinas
-

Pegwbungan dengan Kepolisian dalam mengatur lalu lintas. Persamaan yang

i o

< e :
ter_glapat dalam penelitian ini adalah sama sama membahas soal kewenangan di

]

daﬁm lalu lintas. Perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya bahwa penelitian
=)

in!t_,hmerupakan jenis penelitian normatif, sedangkan penelitian yang peneliti buat
e

méFupakan jenis penelitian sosiologis.
=
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TIB. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zikri (2021), dengan judul :

; “Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Kota Berdasarkan
E’ Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
2 Jalan Di Kota Pekanbaru.”

g Penelitian ini ini lebih menekankan pada bagaimana pengawasan Dinas
jﬁerhubungan dalam mengawasi angkutan barang serta apa saja faktor
%enghambat dalam pelaksanaannya dengan jenis penelitian hukum sosiologis.
jeb)

-Pengan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa proses pengawasan yang
%ilakukan Dinas Perhubungan lumayan terlaksana dengan baik. Persamaan
yang terdapat dalam penelitian ini adalah lokasi penelitiannya adalah sama
sama berada di Pekanbaru, menggunakan jenis penelitian yang sama, yang
menjadi Key Informannya sama-sama Dinas Perhubungan. Perbedaannya
terletak pada objek pembahasan dan dasar hukum yang diambil, yang mana

objek pembahasannya terletak pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

?erhubungan, sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas soal

}

¢]
m.-a\ngkutan barang.
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METODE PENELITIAN

dioyeH @

wMetode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara
me?_fjnbuat suatu penelitian ilmiah yang benar.** Penelitian merupakan proses
mggumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menjawab
peﬁanyaan. Sebuah proses dapat dikatakan sebagai penelitian jika memenuhi
ya‘itiu sedapat mungkin harus terkendali, teliti, sistematis, valid dan dapat
di;Jsrifikasi, empiris dan kritis.**
AgJenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penelitian ini sering disebut dengan penelitian metode
positif atau penelitian sosiologis. Ini adalah penelitian yang menyelidiki hukum-
hukum yang berlaku saat ini dan apa yang terjadi di lingkungan dan masyarakat di
sekitarnya. Penelitian hukum empiris adalah penelitian atau observasi di lapangan
atau kerja lapangan yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di
Ia@ngan“z, Fokus penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau
m;:;yarakat. Hukum tidak dipandang sebagai suatu norma sosial, melainkan
se?@gai gejala sosial, yaitu sebagai hukum dalam realitas kehidupan
befgmasyarakat, dengan kata lain dengan mempelajari keadaan nyata yang terjadi

da_‘fam masyarakat, dengan tujuan untuk mengenali dan menemukan hal-hal yang

.
digerlukan

0 Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian, (Pekanbaru: UR Press, 2021), h. 21.
* Utari Yola, Metodologi Penelitian, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 30.
*> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

HURUm Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

30
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B.mIPendekatan Penelitian

;Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Peg-%dekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif
be?_tflpa perkataan tertulis dan lisan masyarakat serta perilaku yang diamati.
Pgdekatan kualitatif mengacu pada perspektif konstruktif (misalnya makna yang
mgzr;lcul dari pengalaman pribadi, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan
m&nbangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau perspektif partisipatif
(n;ij;;;alnya, orientasi pada politik, isu, kerjasama, atau perubahan).* Penelitian
klglitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Penelitian kualitatif mengacu pada
analisis data non-matematis.**

Penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena sosial dan memperdalam
pemahaman atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti
memperoleh data yang dibutuhkannya secara langsung, sehingga data tersebut
ta%})ak alamiah seperti yang dihasilkan. Dalam pendekatan kualitatif, data yang
digutuhkan adalah informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

t<¥]
CELokasi Penelitian

o]
E_okasi penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah Kota

Pekanbaru

@

::

<

o

Lo =

wn

=

e

=

W * Feny Rita Fiantika, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Padang: Global Eksekutif
Teknologi,2022), Cet, Pertama, h. 4.

& * Basri Bado, Model Pendekatan Kualitatif, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), h.
37
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DélJ:Populasi Dan Sampel
x‘ -
ol. Populasi
=

wPopulasi penelitian adalah seluruh sampel penelitian atau subjek penelitian
yaﬁ_’_q diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam penelitian. Kelompok
aﬁah kumpulan orang, benda (hidup atau mati), peristiwa, kejadian, waktu, atau
teﬁoat yang mempunyai ciri atau kualitas yang sama.*®

c
@ 2. Sampel
L

jeb)
-uvSampel adalah sebagian dari seluruh objek yang diperiksa dan dianggap
QD
mewakili keseluruhan populasi.*® Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan

sampel yang melibatkan identifikasi kriteria tertentu untuk diterapkan berdasarkan

tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian.*” Sampel dalam Penelitian ini adalah:

NO Responden Populasi Sampel | Persentase | Keterangan
1 Kasii 1 1 100% Wawancara
wn
= Pengawasan
-
m -
— Lalu Lintas
wn
& .
= Dinas
=2
g Perhubungan
< .
o 2 Supir Truck 50 20 45% Angket
W
< JUMLAH 51 21 50%
=4
gu Sumber : Data Olah 2024
g 45 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo,2011), h.
122,
< *®Amiruddin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press,

N
o

nery wisey jIg

,h. 124,
" Bagus Sumargo, Teknik Sampling, (Jakarta Timur: IKAPI, 2020), h. 19.
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©
E.mIData Dan Sumber Data

-
oSumber data memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian karena

o
mgmbantu penulis menemukan segala informasi yang berkaitan dengan penelitian

=
yang dilakukan. Sumber data yang mendukung jawaban pertanyaan penelitian ini
=

adglah:
ﬁ. Data Primer

c
“Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian.

jeb)
Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber

ut?manya seperti melalui observasi, wawancara dan lainnya. Data primer biasanya
selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.*®

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia, yang telah
dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain dan tersedia untuk dapat digunakan
dalam penelitian orang lain.*® Peneliti memperoleh data tersebut secara tidak
Ia@sung, baik melalui orang lain maupun dengan mencari dokumen. Kami
mghanfaatkan tinjauan literatur dari berbagai buku, pendapat ahli, undang-
urgi:ang dan peraturan, majalah, Internet, dan data dari situs penelitian. Data

o]
seglmder bisa dikatakan dapat diperoleh secara tidak langsung dari orang lain,

kaflgtor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka.

}IMS jo A31s

* Muh. Yani Balaka, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jawa Barat: Widina Bhakti
ada Bandung, 2022), h.21.

* Abdul Rahman, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Bandung: Widina Bhakti Persada
ung, 2022), h. 171.

* Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka llmu
, 2020), h.247.
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F.mII'eknik Pengumpulan Data

-
o Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam

©

pefelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

=
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

=
yang memenuhi standar data yang ditetapkan.”* Adapun teknik pengumpulan data

ya&lzg digunakan dalam penelitian ini adalah:

c
9.
-+

neiy e

Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat
penelitian. Hasil pengumpulan ini akan digunakan sebagai informasi
tambahan dalam penelitian. Dalam observasi, kemampuan seseorang dalam
memanfaatkan observasi visual, auditori, dan sensorik lainnya sangatlah
penting. Penelitian ini berguna untuk menganalisa sistem pengaturan lalu
lintas truck Over Dimension/Over Loading di Kota Pekanbaru ditinjau dari
SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian hukum empiris.
Tanpa wawancara, peneliti kehilangan informasi yang hanya dapat
diperoleh dengan mewawancarai responden secara langsung. Merupakan
studi lapangan dimana peneliti mengamati secara langsung dan mencatat
tentang subjek penelitian. Secara sistematis. Wawancara dapat dipandang
sebagai metode pengumpulan data yang melibatkan bertanya dan
menjawab pertanyaan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.

Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari

pembahasan pembahasan yang bersangkutan dengan masalah atau

neny wisey jieAg uejing,jo AJISIdATU) dDIWE[S] 3}8}S |,
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fenomena yang diteliti melalui berbagai artikel, jurnal, buku referensi, dan

penelitian terdahulu.>

dioyeH @

GgAnilisis Data

gAnalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yag_g memadukan data wawancara mendalam dan observasi lapangan mengenai
peﬁegakan hukum truck Over Dimension/Over Loading oleh Dinas Perhubungan
Kezt_a Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019
Tejéiang Jalur Angkutan Kota, kemudian dideskriptifkan (dijabarkan), data
tegebut akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
H. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan

deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum ke
khusus. Pada penelitian ini hal-hal yang bersifat umum yaitu fenomena yang

diperoleh dari lapangan mengenai sistem pengaturan lalu lintas truck Over

D@ension/Over Loading dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan

}

da:ﬁqliteratur pendukung lainnya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran.

%2 guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,

(Jakarta: Rineka Cipta,2010), h.172.
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BAB V
PENUTUP

esimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka
at disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Truck Over Dimension/Over Loading Oleh Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru
Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota, dalam ketaatan
supir untuk mematuhi aturan jam operasional tersebut sering kali
masih dialanggar dan tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu
pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum untuk truck Over
Dimension/Over Loading masih harus dilakukan pembenahan yang
mana tujuannya adalah supaya oknum supir truck Over
Dimension/Over Loading ini bisa taat dan apa yang diinginkan atas
peraturan tersebut dibuat dapat tercapai.

Kendala dalam menjalankan penegakan hukum Over Dimension/Over
Loading Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK
Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan
Kota, terdiri dari 1) Biaya Logistik Yang Besar Memaksa Pengemudi
Melakukan Pelanggaran 2) Keadaan jalan macet yang tidak menentu
3) Pungutan liar dari oknum preman, sehingga dengan beberapa
kendala tersebut pelanggaran terhadap jam operasional yang telah
diatur ini masih sering kali dilanggar oleh oknum pengemudi truck

tersebut.
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B. Baran
{ah]
-
o Maka setelah dilakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran
o
begerapa yang yang dimaskud adalah sebagai berikut :
=
— 1. Untuk pengemudi
=
— a. Agar bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin agar ketika
i waktu sudah direncanakan berjalan dengan baik dan sampai tepat
c
i pada waktunya
jeb)
o b. Agar bisa mengkoordinasikan kepada pihak yang berwenang atas
QD
c pungutan liar yang didapati sehingga pungutan liar dapat teratasi

2. Untuk lembaga yang bersangkutan
a. Menyediakan tempat beristirahat bagi para pengemudi agar
pengemudi bisa berhenti menunggu waktu jam operasional tiba
b. Agar bisa menindak lanjuti secara tegas tanpa pandang bulu
terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran
c. Memastikan bahwa semua pengendara yang melakukan

pelanggaran adalah yang berhak menerima pelanggaran tersebut.
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() WIB.
py)
htgps://Mengurai Kemacetan Dengan Peningkatan Infrastruktur Jalan di Lahan
c Terbatas - LPKN Training Center, di akses pada hari Rabu 23 Oktober
2024 Pukul 13.00 WIB.

https://Kombinasi Kebijakan untuk Mengurai Kemacetan Ibu Kota - Kompas.id,
di akses pada hari Rabu 23 Oktober 2024 Pukul 13.20 WIB

Https://Keselamatan lalu lintas, di akses pada hari Rabu 23 Oktober 2024, Pukul
14.00 WIB.

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada hari
Rabu 23 Oktober 2024, Pukul 14.15 WIB

htgps://www.bing.com/search?pglt=41&q=biaya+operasional+yang+besar+adalah,

e di akses pada hari Rabu 23 November 2024, Pukul 15.00 WIB.
ht%s://www.sipas.id/blog/surat-keputusan/, Di akses pada hari Rabu 16 Desember
2024 Pukul 12.56 WIB

Bin o1

E.Aeraturan Perundang-undangan

c
JI9A

ang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

I

Cc

nery wisey juredAg ueiing ja A3

ang-Undang Nomor Rl Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan


https://www.menpan.go.id/site/index.php
https://www.menpan.go.id/site/index.php
https://lpkn.org/2024/01/03/mengurai-kemacetan-dengan-peningkatan-infrastruktur-jalan-di-lahan-terbatas/
https://lpkn.org/2024/01/03/mengurai-kemacetan-dengan-peningkatan-infrastruktur-jalan-di-lahan-terbatas/
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/03/20/kombinasi-kebijakan-untuk-mengurai-kemacetan-ibu-kota
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Keselamatan_lalu_lintas
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
https://www.bing.com/search?pglt=41&q=biaya+operasional+yang+besar+adalah

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

nvrd visns NIn
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

O3EH @

LAMPIRAN 1
PERTANYAAN

Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan
DA, Identitas Diri Sampel

SNS NINJHTw e}

nery ey
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B.

1. Nama : Raja Randa Maulana S.STP

2. Jenis Kelamin : Laki-laki

3. Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas
Perhubungan.

Perntanyaan Penelitian

1. Bagaimana Penegakan Hukum Truck Over Dimension / Over Loading
Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota
Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan Kota

2. Apa kendala Penegakan Hukum Truck Over Dimension / Over
Loading Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan SK
Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur Angkutan
Kota

3. Menurut bapak kenapa oknum tersebut melakukan perbuatan tersebut?
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LAMPIRAN 2
PERTANYAAN

A. Untuk pengemudi Truck
1.

Apakah bapak keberatan terhadap peraturan tentang truck Over
Loading / Over Dimension ini? lya/Tidak

Apakah bapak Mengetahui tentang aturan ini? Ya/Tidak

Apakah bapak mendapatkan sanksi ketika melanggar aturan ini?
lya/tidak

Apakah dengan bapak menunggu jadwal operasional menambah biaya
lain?? lya/tidak

Apakah bapak mengalami kemacetan selama dijalan dan terganggu
akan hal itu? lya/Tidak

Apakah ada hal lain yg merugikan bapak, Seperti pungutan liar yang
membuat bapak harus mengejar waktu? lya/tidak
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LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 381177 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69083
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor

Un.04/F.VPP.00.9/11314/2024 Tanggal 26 September 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama :  NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR

2. NIM/KTP ;12020721458

3. Program Studi : ILMU HUKUM

4. Jenjang R -

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian :  PENEGAKAN HUKUM TRUCK OVER DIMENSION / OVER LOADING OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA
PEKANBARU NOMOR 649 TAHUN 2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA

7. Lokasi Penelitian :  KANTOR DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

-

. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di :  Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 September 2024

Di i Secara Melalui :
——— Sistern Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

3. Yang Bersangkutan
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Skipsi déhgan judul “PENEGAKAN HUKUM TRUCK BERTONASE BESAR OVER
g ?l ENSION/OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA

SEKANBARU BERDASARKAN SK WALIKOTA PEKANBARU  NOMOR 649
& AJIUNZ2019 TENTANG JALUR ANGKUTAN KOTA?” yang ditulis oleh:
i o e
“é’_ é Ngima : Nailil Rahmi Zahirah Masnur
g c NM 112020721458
S
g‘ § Pﬁgram Studi : Ilmu Hukum
—=. @
$elgh dirfunagasyahkan pada :
2 =
2 @ Hagi/Tanggal : Senin, 12 Desember 2024
w
@ [=
s Waktu : 08.00 WIB
5 3
g Tgﬂ'npal : Ruang Munagqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
S s
g T@ah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah

n Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11Ugs

Pekanbaru, 18 Desember 2024
TIM PENGUJI MUNAQASY,

ugz)uew edue
=
<]

r.H.Ahmad Zikri S.AgB.Ed,Dip,ALMH oMl

kretaris
an Ridha S.H.MH

w
nguji [ &
sa Angrayni S.H, M.H
2
nguji [
.Drs.Hn.Abu Samah M.H

=

Sy SIET

o

Ehuesy
m

oooooooooo

:19q

Mengetahui:
Wakil Dekan [
Fakultas Syariah dan Hukum

i

AN
. 11. Akmal Abdul Munir, Do, MA
NIP. 19711006 200212 1 003
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

- . - F. L1
0 % l ugidllg dcy il a,d<
;‘ o © FACULTY OF SHARI’AH AND LAW
S = I ]l H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
{ %[I&%A@IAU o Web. www fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id
RN -
Somoz  Dn.04/F.I/PP.00.9/11314/2024 Pekanbaru,26 September 2024
gi@ §. Biasa
amp3 ¥ (Satu) Proposal
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:%_’lolmn Izin Riset

&/th.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

=

-

2

%] _"

(3 “Kepada
(=

: . . -

§ ZProvinsi Riau
@

w
gissaz'amu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
. Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
D 'niversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
A
o Nama : NAILIL RAHMI ZAHIRAH MASNUR
= NIM : 12020721458
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:penegakan Hukum Truck Over Dimension/ Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru Berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 Tentang Jalur
Angkutan Kota

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan

emberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.
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